DAFTAR PUSTAKA
A. Buku

Amran Basri, Hukum Perburuhan dan Ketenagakerjaan Indonesia, Fakultas
Hukum Tjut Nyak Dhien, Medan, 2006

Anne Friday Safaria, Dadi Suhanda, Selly Rianawanti, Hubungan Perburuhan di
Sektor Informal: Permasalahan dan Prospek, Akatiga, Bandung, 2003.

Asri Wijayanti, Hukum Ketenagakerjaaw Pasca Reformasi, Ed. 1, Cet. 2, Sinar
Grafika, Jakarta, 2010.

Asyhadie zaini, Hukum ketenagakerjcizan bidang Hubungan kerja. PT Raja
Grafindo Persada, Jakarta.2011;"

Burhan Ashshofa, Metommta, Jakarta, 2013.

Carl Joachim Friedrich, Filsafat Hukum Perspektif Historis, Nuansa dan
Nusamedia, Bandung, 2004

Djumadi, “Hukum Perburuhan Perjanjian Kerja”, PT.Raja Grafindo Persada,
Jakarta, 2008.

Ferianto dan Darmanto, Himpunan Putusan Mahkamah Agung dalam perkara PHI
Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) disertai ulasan hukum, PT. Raja
Grafindo Persada, Jakarta, 2010.

Halili, Toha dan Hari Pramono, Hubungan Kerja antara Majikan dan Buruh, Cet.
I,Bina Aksara, 1987.

Imam Soepomo, Pengantar Hukum Perburuhan, Cet. V Djambatan, Jakarta, 1983.



Indrasari Tjandraningsih, Rina Hereawati, Menuju Upah Layak: Survey Upah
Buruh Tekstil dan Garmen di Indonesia, AKATIGA, Bandung, 2009.

Ishaq, Dasar- dasar ilmu Hukum, Sinar Grafika, Jakarta, 2009.

Kertasapoetra.G, Hukum Perburuhan di Indonesia, Bina Aksara, Jakarta, 1988.

Lukman Surya Saputra, Pendidikan kewarganegaraan: menumbuhkan
nasionalisme dan patriotisme, Setia Purna Inves, Bandung, 2007

Lalu Husni, Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Melalui Pengadilan
dan Di Luar Pengadilan, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2004.

__, Hukum Ketenagakerjaan Indonesia, PT Raja Persada, Jakarta, 2007

Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia, Cet. 11, PT.

RajaGrafindo, Jakarta, 2012.

Manulang, Pokok-Pokok HukumpnKetenagakerjaan=Di Indonesia, Rineka Cipta,
Jakarta, 1988

Mansyur Effendi, Hak Asasi Manusia, Dimensi Dinamika Dalam Hukum Nasional
Dan Internasional, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1994.

Mohd. Syaufii Syamsudin, Hukum Acara Penyelesaian Perselisihan Hubungan
Industrial, Sarana Bhakti Persada, Jakarta, 2005.

Muhammad Saleh & Lilik Mulyadi, Seraut Wajah Pengadilan Hubungan
Industrial Indonesia, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2012.

Philipus M Hadjuncton, Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Di Indonesia, Bina

[lmu, Surabaya, 1987.



Romli Atmasasmita, Teori Hukum Integratif; Rekonstruksi Terhadap Teori
Hukum Pembangunan dan Teori Hukum Progresif, Genta Publishing,
Yogyakarta, 2012.

Satjipto Raharjuncto, //mu Hukum, Citra Aditya Bakti, Jakarta, 2000.

Soerjono Soekanto, Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, Raja
Grafindo Persada, Jakarta, 2007.

Subekti, Pokok-Pokok Hukum Perdata, Penerbit PT. Intermasa, Jakarta, 2003

Sudikno Mertokesumo, Mengenal "Hukum (Suatu Pengantar), edisi Ketiga,
Liberty, Yogyakarta, 1991.

Supomo Suparman, Hukum Acara Percqla’ilan Hubungan Industrial, Jala Permata
Aksara , Jakarta, 2009. .

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

International Labour Organization. dan meratifikasinya konvensi dasar

International Labour Organization Nomor 98 Tahun 1949 tentang Hak —Hak

Dasar Berorganisasi.

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1956 tentang Persetujuan Konvensi Organisasi

Perburuhan Internasional Nomor 98 mengenai berlakunya dasar-dasar daripada

hak untuk berorganisasi dan berunding bersama.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan

Hubungan Industrial.



Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Jurnal Universitas Buana Perjuangan Karawang

Muhamad Abas, Analisis Yuridis Pemotongan Upah Pekerja Dan
Pemutusanhubungan Kerja (Phk) Oleh Perusahaan Terdampak Covid-19,
Universitas Buana Perjuangan Karawang.

Sumber Lainnya

Destya Ade Rahayu, Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Anak Menurut
Undang-Undang Ketenagakerjaan, Fakultas Hukum Universitas
Muhammadiyah Palembang Tahun 2019.

Fajar Kurniawan, Problematika Pembentukan RUU Cipta Kerja Dengan Konsep
Omnibus Law Pada KlastergKetenagakexjaan Pasal 89 Angka 45 Tentang
Pemberian Pesangon Kepada Pekerja Yang di PHK, Jurnal Panorama
Hukum, Vol. 5 No. 1, Juni 2020.

Jafar Suryomenggolo, Politik Perburuhan Era Demokrasi Liberal 1950an,
Yogyakarta: Pusat Studi dan Dokumentasi Sejarah Indonesia Universitas
Sanata Dharma dan Marjin Kiri, 2015.

Laporan Penelitian SMERU, Hubungan Industrial di Jabotabek, Bandung dan
Surabaya pada Era Kebebasan Berserikat, Tahun 2002.

Mufti Khakim, Penegakan Hukum dan Implementasi Pasal 27 Ayat (1) Undang-

Undang Dasar 1945 tentang Persamaan Kedudukan di Hadapan Hukum,



Prosiding Konferensi Nasional Kewarganegaraan III 11 November,
Universitas Ahmad Dahlan, Yogyakarta, 2017.

Tesis.com/Pengertian-Perlindungan-Hukum-Menurut-ParaAhli/Tesis Hukum

Tia Rahmatika, Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Antara PT. Siak
Pertambangan Energi Dengan Pekerja Setelah Anjuran Tripartit Di Terima
Oleh Para Pihak, Hakim Fakultas Syari’ah Dan Hukum Universitas Islam
Negeri Sultan Syarif Kasim Riau-Pekanbaru Tahun 2019.

Siti Zulaichah, "Pemutusan Hubungan Kerja Sepihak di Tinjau dari Hukum
Ketenagakerjaan dan Hukum Islam", Junctournal of Islamic Business Law,
Universitas Islam Negeri Maulaﬁa Malik Ibrahim Malang, Vol. 3 Issue 4
2019.

Studi dan Dokumentasi Sejaralr IndenesiagUniversitas Sanata Dharma dan Marjin

Kiri, 2015.



